SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan daerah diperlukan sinergitas
dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan rencana kerja pemerintah
daerah agar selaras dengan sasaran dan
prioritas pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap program, kegiatan dan sub
kegiatan melalui perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan Pasal 354 Peraturan menteri
dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan - Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah, diperlukan  pengaturan
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025 dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
1 (satu) tahun,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2
(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman

dalam penyusunan:

a. rancangan akhir perubahan rencana kerja
perangkat daerah tahun 2025;

b. kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan
dan belanja daerah tahun anggaran 2025; dan

c. prioritas dan plafon anggaran sementara
perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2025.



Pasal 3
(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan

sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN;

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN
KEUANGAN DAERAH;

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH;

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH; DAN
BAB VII : PENUTUP.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon
Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Mei 2025
ATI KULON PROGO,}

s RZAGUNG SETYAWAN
TR
Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Mei 2825
SEKRETARIS DAERAH

PARAF KOORDINASI "

ARNEN
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PERATURAN BUPATI KULON PROGO
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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan
tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan Kkonsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Sebagai sebuah pedoman, RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan
kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan
dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang
bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan ftriwulan pertama tahun 2025,
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD tahun
2025. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun

berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD

dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya Kketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka
ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
dan/ atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.

Selain Permendagri tersebut, Perubahan RKPD tahun 2025 ini disusun juga mendasar

pada amanat SE Mendagri nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan
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Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan
Perubahan RKPD 2025 agar disusun lebih cepat untuk memastikan kesesuaian
penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih, serta mensinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke

dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (Perubahan KUA dan Perubahan PPAS) tahun 2025, yang kemudian
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025.

Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 18 tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950
Nomor 44).

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan
dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Tahun 2023 Nomor 630);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY
Tahun 2023-2043;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand
Design Keistimewaan DIY 2022-2042;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang

Penugasan Urusan Keistimewaan,;



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi

Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
tahun 2022 nomor 13);

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk menjadi pedoman terhadap

perubahan arah pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang disebabkan adanya beberapa

perubahan pada perencanaan tahunan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan
Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

a.

Memberikan dasar hukum penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran untuk
pendanaan kegiatan tahun 2025;

Memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan;
Menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah tahun 2025 (Perubahan Renja PD tahun 2025);

Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kepala Daerah kepada DPRD; dan

Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025
Perubahan RKPD Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

l.
I.
[l
IV.
V.
VI

PENDAHULUAN

EVALUASI HASIL TRIWULAN | TAHUN 2025
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
PENUTUP
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EVALUASI HASIL TRIWULAN | TAHUN 2025

BAB I

2.1. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan | Tahun 2025

Perencanaan pembangunan tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo merupakan tahun
pertama dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
tahun 2025-2029. Berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun Anggaran 2025, maka Perubahan RKPD tahun 2025 sudah
menggunakan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029. Perencanaan tahun 2025 juga
dirumuskan berdasarkan kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2012, hasil evaluasi RKPD tahun 2024, pokok-pokok pikiran/ jaring aspirasi
masyarakat dari DPRD, identifikasi isu strategis, dan permasalahan/ kendala yang dihadapi
pada tahun sebelumnya. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas
pembangunan juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam
RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD DIY tahun 2022-2027.

Tema dan prioritas pada tahun anggaran 2025 dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor
Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 adalah
‘Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang
inklusif”. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sebagaimana
yang tercantum dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis;
Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan;
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pemerintahan; dan

o > e n

Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan.
Untuk itu guna mengetahui tingkat capaian terhadap target program dan kegiatan
pembangunan daerah dalam RKPD, perlu dilakukan evaluasi terhadap Hasil RKPD

Kabupaten Kulon Progo sampai dengan triwulan | Tahun 2025.
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Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja

pada tahun 2025 yang akan dievaluasi:

P O o 2 O

2.2,

Jumlah Program
Jumlah Kegiatan
Jumlah Subkegiatan
Jumlah OPD

Pagu Belanja Daerah

: 243 Program

: 575 Kegiatan

: 1.195 Subkegiatan

: 40 Perangkat Daerah
: Rp1.737.355.803.868,00 (APBD Murni)

Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Daerah Sampai Dengan Triwulan | Tahun

2025

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata

capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 5 Tujuan Daerah dengan 8 Indikator dan 10

Sasaran Daerah dengan 16 Indikator yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo

tahun 2025. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

sampai dengan Triwulan | Tahun 2025

Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo

2025 %
realisasi Keterangan faktor
No. Indikator Kinerja Satuan Target RKPD Realisasi RKPD penghambat dan
ealisasi .
IRPD /RPD pendukung ketercapaian
INDIKATOR TUJUAN
1 Gini ratio nilai 0,357-0,394 0,373 100 Sumber data: BPS DIY
Realisasi 2024
2 Pertumbuhan ekonomi % 5,52-5,90 4,77 86,41 Sumber data: BPS Kab
Kulon Progo
Realisasi 2024
3 Angka kemiskinan % 14,12-15,12 15,62 96,69 Sumber data: BPS Kab.
Kulon Progo
15,60-15,98 100 Realisasi 2024
4 Indeks Pembangunan nilai 76,00-76,23 76,18 100 Sumber data: Berita Resmi
Manusia Statistik BPS DIY
76,00 100,24 | Realisasi 2024
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2025 %
realisasi Keterangan faktor
No. Indikator Kinerja Satuan Target RKPD o RKPD penghambat dan
Realisasi .
IRPD /RPD pendukung ketercapaian
5 Persentase Pelestarian dan % 64,24 59,67 92,89 Sumber data: Dinas
Pengembangan Budaya Kebudayaan
Realisasi 2024
6 Indeks Pembangunan nilai 77,22 76,19 98,67 Sumber data: DPUPKP,
Berkelanjutan DLH, Dishub, BPBD, DPTR
75,58 100,81 | Realisasi Triwulan 2024
7 Indeks Reformasi Birokrasi nilai 79,00 83,00 105,06 | Sumber data: Bagian
Organisasi, 2024
8 Indeks Ketertiban dan nilai 86,27 67,60 78,36 Sumber data: Satpol PP
Ketenteraman dan Badan Kesbangpol
realisasi TW | 2025
INDIKATOR SASARAN
9 Pendapatan perkapita Juta 41,91-66,64 37,98 90,62 Sumber data: BPS
penduduk (ADHB) rupiah Realisasi 2024
33,67 112,80
10 |Tingkat pengangguran % 2,08-2,60 2,01 103,37 | Sumber data: BPS
terbuka Realisasi 2024
1 Rata-rata lama sekolah tahun 9,35 9,20 98,40 Sumber data: BPS
Realisasi 2024
12 Harapan lama sekolah tahun 14,63-15,72 14,49 99,04 Sumber data: BPS
Realisasi 2024
14,31 101,26
13 Persentase pemuda % 79,64 0 0 Sumber data: Dinas
berprestasi dan atlet Dikpora
berprestasi Belum ada event, realisasi
masih 0
14 |Angka Harapan Hidup tahun 75,50-79,75 75,49 99,99 Sumber data: BPS
Realisasi 2024
75,39 100,13
15 Indeks Keluarga Sehat nilai 0,33 0,34 101,69 | Sumber data: Dinas
Kesehatan, 2025
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2025 %
realisasi Keterangan faktor
No. Indikator Kinerja Satuan Target RKPD Realisasi RKPD penghambat dan
ealisasi .
IRPD IRPD pendukung ketercapaian
16 Persentase Pelestarian dan % 64,24 59,67 92,89 Sumber data: Dinas
Pengembangan Budaya Kebudayaan
Realisasi Triwulan IV 2024
17 Indeks Pembangunan nilai 51,63 52,66 101,99 | Sumber data: DPUPKP,
Infrastruktur Realisasi Triwulan IV 2024
Dinas Perhubungan , 2025
18 |Indeks Kualitas Lingkungan nilai 67,73-70,23 65,46 96,65 Sumber data: Dinas
Hidup (IKLH) Lingkungan Hidup
63,15 103,66 | Realisasi IKA : 44,24 (tw4)
Realisasi IKU : 91,62 (tw4)
(Pengukuran setiap
semester)
Realisasi IKTL : 53,51
(2024)
2025 belum ada data
19 Persentase Kesesuaian % 88,65 88,61 99,95 Sumber data: DPTR
Pemanfaatan Ruang Realisasi 2024
20 Persentase % 98,86 98,01 99,14 Sumber data: BPBD
Penanggulangan Bencana Realisasi 2024
21 Nilai akuntabilitas nilai A A 100 Sumber data: LHE AKIP
kinerja pemerintahan 2024 (3 September
daerah (AK|P) 2024-83, 75)
Hasil evaluasi kinerja
tahun 2023
22  |Akuntabilitas Pengelolaan opini WTP WTP 100 Sumber data: BPK
Keuangan Daerah Opini atas laporan
(Opini BPK) keuangan 2023
23 |Nilai Indeks Kepuasan nilai 85,65 86,797 101,34 Sumber data: Bagian
Masyarakat (IKM) Organisasi
84,75 102,42 | Realisasi 2024
24  |Persentase Peningkatan % 100 100 100 Sumber data: Satpol PP
penegakan peraturan dan Badan Kesbangpol
daerah dan penanganan Realisasi 2025
konflik sosial (Pengukuran setiap
triwulan)
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2.3. Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan Triwulan | Tahun 2025

Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target
dan realisasi indikator kinerja sampai dengan Triwulan | Tahun 2025 diperoleh
rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 25,40% dan kinerja anggaran sebesar
12,81%. Kinerja fisik memiliki predikat Tinggi dan kinerja anggaran memiliki predikat
Rendah. Data capaian kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan | Tahun 2025

Tingkat Capaian

Triwulan Target Kinerja Realisasi Kinerja Kinerja RKPD Predikat*)
Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran
Triwulan | 28,48 25,29 25,40 12,81 89,18 50,65 T R
Triwulan |l
Triwulan [l1
Triwulan IV

*) Predikat kinerja Sangat Tinggi (91% - 100%) untuk fisik dan Tinggi (76%-90%) untuk keuangan.
Tabel T.-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Nilai (Permendagri 86 tahun 2017).

Tingkat capaian rata-rata kinerja program sampai dengan Triwulan | adalah sebesar
61,23%. Adapun kinerja program dalam RKPD Triwulan | Tahun 2025, dari 243 program
hanya 236 program yang memiliki Indikator Kinerja, sisanya ada 7 program yang baru
muncul di Tahun 2025 sehingga belum memiliki indikator. Dari 236 Indikator Kinerja Program
terdapat 63 program dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 6 program dengan predikat
kinerja Tinggi (T), 5 program dengan predikat Sedang (S), 7 program dengan predikat
Rendah (R), dan ada 155 program dengan predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Predikat
kinerja program RKPD Triwulan | Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Predikat Kinerja Indikator Kinerja Program RKPD Kabupaten Kulon Progo
Triwulan | Tahun 2025

Interval Nilai Realisasi . o Jumlah
No Predikat Kinerja Persentase
Kinerja Program Program
1 91% - 100% Sangat Tinggi 63 26,81%
2 76% - 90% Tinggi 6 2,55%
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3 66% - 75% Sedang 5 2,13%
51% - 65% Rendah 7 2,98%
5 < 50% Sangat Rendah 155 65,96%
JUMLAH 236 100%
2.4. Capaian Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan dari anggaran belanja daerah Triwulan | Tahun 2025 adalah
Rp223.356.775.772,00 atau sebesar 12,81% dari pagu anggaran dan sebesar 50,65% dari

target (anggaran kas) s.d. Triwulan |. Secara lengkap anggaran dan realisasi keuangan

adalah sebagai berikut:

Keuangan Penjelasan Jika Terdapat
Deviasi/Selisih antara Target
dan Realisasi
Bulan Jenis'
Belanja Target 2025 Real
(Rp) Target Triwulan | Targe Realisasi isas
(Rp) t (%) (Rp) i
(%)
BELANJA 1.349.469.933.512, | 323.388.032.076,03 | 23,96 | 257.962.197.945,00 | 19,1
OPERASI 00 2
s.d.
31 Maret
2025 Belanja 773.472.002.554,0 | 199.727.073.727,52 | 25,82 167.978.811.589,00 | 21,7 |e Pengelolaan dana BOP
Pegawai 0 2 Paud belum salur dari
Pusat
e Dbelanja pegawai BLUD
RSUD Wates dan RSUD
NAS
e TPG langsung salur ke
masing2 rekening guru
(proses verifikasi
rekening)
Belanja 473.424.811.962,0 | 110.026.468.873,51 | 23,24 86.875.810.769,00 | 18,3 e Efisiensi anggaran
Barang dan 0 5 sesuai Inpres Nomor 1
Jasa tahun 2025 sehingga
belum bisa dilaksanakan
e Kkebijakan untuk
melakukan
Efisiensi/Penundaan/Sel
ektif  kegiatan dan
menunggu proses
Perubahan Penjabaran
APBD
Belanja - - - - - -
Bunga
Belanja 1.746.484.500,00 358.924.875,00 | 20,55 - - Dalam proses pengajuan
Subsidi subsidi TW | 2025
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Keuangan

Penjelasan Jika Terdapat
Deviasi/Selisih antara Target
dan Realisasi

Bulan Jenis_
Belanja Target 2025 Real
(Rp) Target Triwulan | Targe Realisasi isas
(Rp) t (%) (Rp) i
(%)
Belanja 82.407.996.096,00 9.668.609.200,00 | 11,73 467.575.587,00 | 0,57 e Hibah Koni, Kormi dan
Hibah NPC direncanakan
disalurkan bulan Maret
namun belum terlaksana
e Subkeg DAK Bidang
pertanian (JUT  dan
Prasarana Pertanian)
terdampak efisiensi DAK
Belanja 18.418.638.400,00 3.606.955.400,00 | 19,58 2.640.000.000,00 | 14,3 e Bansos tidak tersalur
Bantuan 3 sesuai target karena
Sosial terdeteksi duplikasi dan
meninggal dunia
[ )
BELANJA 176.645.118.985,0 20.158.179.534,00 | 11,41 1.204.146.845,00 | 0,68 kebijakan untuk
MODAL 0 melakukan
Efisiensi/Penundaan/Sele
ktif  kegiatan dan
menunggu proses
Perubahan Penjabaran
APBD
BELANJA 21.950.602.527,00 5.000.000.000,00 | 22,78 - - Disesuaikan dengan
TIDAK kebutuhan  darurat  dan
TERDUGA mendesak
BELANJA 189.290.148.844,0 90.774.546.716,80 | 47,96 23.621.395.098,00 | 12,4 | Belanja bagi hasil disesuaikan
TRANSFER 0 8 dengan realisasi pendapatan
Belanja transfer Dana Desa
menunggu penyaluran dari
Pusat
TOTAL 1.737.355.803.868, | 439.320.758.326,83 | 25,29 | 223.356.775.772,00 | 12,8 | gap (12,56)
00 1

*Data Sementara BKAD per 31 Maret 2025

2.5.

Faktor Penghambat, Pendorong dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Faktor penghambat/ permasalahan dalam pencapaian kinerja Triwulan | Tahun 2025

antara lain:

1. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan efisiensi dan refocusing

anggaran yang bersumber dari APBN serta efisiensi dan refocusing kegiatan yang

bersumber Dana keistimewaan DIY serta menyebabkan tertundanya kegiatan yang

telah direncanakan.
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Adanya penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan

kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer
Ke Daerah yang dicadangkan.
Perlu dilakukannya pergeseran mendahului perubahan untuk menyesuaikan

pendapatan dan belanja daerah setelah efisiensi dan refocusing

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain:

1.

3.

4.

Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta
dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;

Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan
target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemda DIY dan sumber dana lainnya
seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya;

Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah
daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan

keuangan pada masing-masing OPD.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain:

1.

Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib,
termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program,
dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan
eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal,

Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari keterlambataan
dalam pelaksanaan pekerjaan;

Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah adanya pergeseran mendahului
perubahan

Melakukan penyesuaian ROPK dan Anggaran Kas pada aplikasi Monevku untuk

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Triwulan II.

Data capaian kinerja sampai dengan triwulan | tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:
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EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KULON PROGO

SAMPAI DENGAN TRIWULAN | TAHUN 2025

15

AN ENGaAAN REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN e —— TINGKAT CAPAIAN
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET RPD PADA REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN DAN ANGGARAN RKPD REALISASI KINERJA DAN | KINERJA & REALISAS| | PERANGKAT DAERAH
NO. SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM (OUTCOME) | TAHUN 2026 (AKHIR | KINERJA RPJMD S.D RKPD BERJALAN YANG S.D TRIWULAN | TAHUN ANGGARAN RPD S.D. ANGGARAN RPD S.D. PENANGGUNG
DAN PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RPD) TAHUN N-1 | I n v i TRIWULAN | TAHUN 2025 | TRIWULAN I TAHUN JAWAB
DIEVALUASI (TAHUN 2025 2025 (%)
2025)
5 6 7 8 12 3=6+12 14 =13/5 x100%
U 2 9 - K Rp juta K BRI K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K 2R B
1 Meningkatnya kualitas Pendidikan
Program P Urusan P P 100 1.051.760,10 100 691.733,76 | 100,00 363.058,79 | 37,10 72.661,47 37,10 72.652,79 37,10 764.386,55 37,10 72,68
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah
1K [Kota
Jumlah dok - Dinas Pendidikan
dan Evaluasi Kinerja Perangkat  |dan evaluasi kinerja Pemuda dan Olahraga
Daerah disampaikan tepat waktu
Penyusunan Dokumen 'Jumlah Dokumen Perencanaan 10 155,00 4 30,28 4 22,76 0 8,54 0 8,54 4 38,82 Dinas Pendidikan Pemuda
igkat Daerah igkat Daerah dan Olahraga
[Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 84 2.426,27 42 1.049,73 21 258,55 7 32,00 7 32,00 49 1.081,73 Dinas Pendidikan Pemuda
Perangkat Daerah dan Olahraga
Ll Jumlah laporan keuangan yang - Dinas Pendidikan
Daerah disampaikan tepat waktu Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Gaji dan Tunjangan |Jumlah orang yang menerima 3414 1.029.553,26 25 683.881,03 14 357.597,39 4 72.178,53 4 72.178,53 29 756.059,56 Dinas Pendidikan Pemuda
ASN gaii dan tunjangan ASN ]dan Olahraga
Penyediaan Administrasi 'Jumlah Dokumen Hasil 4 6.132,54 2 2.863,80 1 1.434,34] 0 - 0 - 2 2.863,80 Dinas Pendidikan Pemuda
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi dan Olahraga
Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 56 332,45 28 122,09 14 66,39 4 13,01 4 13,01 32 135,10 Dinas Pendidikan Pemuda
Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/ Triwulanan/ dan Olahraga
Tril SKPD SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
KeuanganBulanan/Triwulanan/S
lemesteran SKPD
Jumlah dok - Dinas Pendidikan Pemuda
Perangkat Daerah i |dan Olahraga
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian | Jumlah Dokumen Monitoring, 4 220,12 2 14,00 1 17,20 0 1,09 0 1,09 2 15,09 Dinas Pendidikan Pemuda
Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja dan Olahraga
Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Jumlah Pegawai Berdasarkan 28 165,10 14 28,97 30 9,5_5| 0 - 0 - 14 28,97 Dinas Pendidikan Pemuda
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi yang dan Olahraga
Mengikuti Pendidikan dan
i Umum Lol Jumlah dok - Dinas Pendidikan Pemuda
'Qaemh umum |dan Olahraga
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 16 428,51 5 187,23 5 49,24 0 17,83 0 17,83 5 205,05 Dinas Pendidikan Pemuda
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang dan Olahraga
D
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 48 431,66 24 189,71 12 126,33 3 5,62 3 5,62 27 195,34 Dinas Pendidikan Pemuda
Koordinasi dan Konsultasi SKPD  [Penyelenggaraan Rapat dan Olahraga
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah |Jumlah penambahan aset 0,00 - Dinas Pendidikan
Penunjang Urusan Pemerintah Pemuda dan Olahraga
aerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana [Jumlah Unit Sarana dan 40 495,00 11 260,81 1 1.500,00 0 - 0 - 11 260,81 Dinas Pendidikan Pemuda
Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor atau dan Olahraga
Lainnya Bangunan Lainnya yang
D
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Laporan Jasa 0,00 - Dinas Pendidikan
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Pemuda dan Olahraga
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan 48 1.216,14 24 554,82 12 343,20 3 75,87 3 75,87 27 630,69 Dinas Pendidikan Pemuda
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Olahraga
Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan 60 5.777,04 23 2.021,37 12 1.274,09 3 277,28 3 277,28 26 2.298,65 Dinas Pendidikan Pemuda
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Olahraga
vang Disedi
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah laporan pemeliharaan 0 - 0,00 - Dinas Pendidikan Pemuda
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah dan Olahraga
i Daerah
Jasa ,  [Jumlah Ke Dinas 41 1.121,57 78 386,66 39 217,38 21 31,67 21 31,67 99 418,34 Dinas Pendidikan Pemuda
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang dan Olahraga
i K Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung [Jumfa Gedung Kanfor dan 3 144,85 1 9,62 0 - 0 - 1 9,62 Dinas Pendidikan Pemuda
Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang dan Olahraga
Dipeli il




TARGET KINERJA

DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISAS! KINERJA TINGKAT CAPAIAN
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET RPD PADA REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN DAN ANGGARAN RKPD REALISASI KINERJA DAN | KINERJA & REALISAS| | PERANGKAT DAERAH
NO. SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM (OUTCOME) | TAHUN 2026 (AKHIR | KINERJA RPJMD S.D RKPD BERJALAN YANG S.D TRIWULAN | TAHUN ANGGARAN RPD S.D. ANGGARAN RPD S.D. PENANGGUNG
DAN PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RPD) TAHUN N-1 | I n v i TRIWULAN | TAHUN 2025 | TRIWULAN I TAHUN JAWAB
DIEVALUASI (TAHUN 2025 2025 (%)
2025)
5 6 7 8 12 13=6+12 14 =13/5 x100%
U 2 9 - K Rp juta K BRI K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K 2R B
. P |Jumlah Sarana dan Prasarana 1 8,73 1 8,68 Dinas Pendidikan Pemuda
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan| G€dUNg Kantor atau Bangunan dan Olahraga
Lainnya Lainya yang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana |Jumlah Sarana dan Prasarana 237 1.473,39 239 133,64 240 133,62 60 11,33 60 11,33 299 144,97 Dinas Pendidikan Pemuda
dan Prasarana Pendukung Pendukung Gedung Kantor atau dan Olahraga
Gedung Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnva i il
Program P P PNF 35,63 939.143,46| 63,58 216.852,16 | 35,27 103.555,08 | 74,29 32.424,71 74,29 32.396,42 74,29 249.248,58 208,51 26,54|Dinas Pendidikan
Pendidikan dan PAUD terakreditasi Pemuda dan Olahraga
Persentase SD/ MI 66,03 60,76 65,76 64,85 64,85 64,85 Dinas Pendi n
itasi A Pemuda dan Olahraga
Persentase SMP/ MTs 73,75 67,47 72,50 71,08 71,08 71,08 Dinas Pendi n
itasi A Pemuda dan Olahraga
Indeks Peningkatan Kapasitas 87,31 87,72 87,15 86,98 86,98 86,98 Dinas Pendi n
[Ke Pemuda dan Olahraga
Pengelolaan Pendidikan Sekolah |Jumlah SD/ MiTerakreditasi A - Dinas Pendidikan
Dasar Pemuda dan Olahraga
Pembangunan Sarana, Prasarana [Jumlah Sarana, Prasarana dan 1 73.901,50 2 14.396,69 1 5.646,21 0 7,64 0 7,64 2 14.404,33 Dinas Pendidikan Pemuda
dan Utilitas Sekolah Dasar Utilitas Sekolah yang Telah dan Olahraga
D\banﬁun
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang |Jumlah Ruang Guru/Kepala 1 41,27 0 N 0 - 1 4127 Dinas Pendidikan Pemuda
Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU yang Telah dan Olahraga
DI o
Rehabilitasi Sedang/Berat |Jumlah Perpustakaan Sekolah 2 222,30 0 -] 0 - 2 222,30 Dinas Pendidikan Pemuda
Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi dan Olahraga
Pengadaan Mebel Sekolah Dasar |Jumlah Mebel sekolah yang 6 310,50 9 425,93 7 1.316,50 0 - 0 - 9 425,93 Dinas Pendidikan Pemuda
Tersedia dan Olahraga
Penyediaan Biaya Personil Peserta [Jumlah Peserta Didik Sekolah 140250 21.020,96 70450 6.393,00( 35200 3.259,58 0 20,54 0 20,54 70.450 6.413,54 Dinas Pendidikan Pemuda
Didik Sekolah Dasar Dasar Yang Menerima Biaya dan Olahraga
Personil Peserta Didik
Iet Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan Peraga 16 1.248,78 4 1.696,68 0 - 0 - 16 1.248,78 Dinas Pendidikan Pemuda
Peraga Peserta Didik |Siswa yang Tersedia lgan Olahraga
Pembinaan Minat, Bakat dan |Jumlah Siswa yang Mengikuti 12000 3.200,50! 6000 822,51 3000 305,66 0 34,94 0 34,94 6.000 857,45 Dinas Pendidikan Pemuda
Kreativitas Siswa Ajang Kompetisi/Lomba dan Olahraga
Akademik dan Non Akademik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga |Terbayarnya Belanja Jasa 1485 42.552,62 3076 12.919,26 13 6.182,17 4 1.779,00 4 1.779,00 3.080 14.698,27 Dinas Pendidikan Pemuda
Kependidikan bagi Satuan Pendidik dan Tenaga dan Olahraga
Pendidikan Sekolah Dasar Kependidikan yang tersedia pada
satuan Pendidikan Sekolah
Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan|Jumlah Pendidik dan Tenaga 796 3.549,10 3076 517,31 450 138,53 25 0,92 25 0,92 3.101 518,23 Dinas Pendidikan Pemuda
Tenaga Kependidikan pada Kependidikan yang dan Olahraga
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah Sekolah Menengah 377 1.635,50 672 194,77 335 120,02 0 - 0 - 672 194,77 Dinas Pendidikan Pemuda
j Sekolah Dasar Yang Dilaksanakan dan Olahraga
Pembinaan Kelembagaan dan
I kolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah  [Jumlah Sekolah Dasar yang 337 293.201,00 674 66.239,91 337 31.256,68 337 14.847 84 337 14.847 84 1.011 81.087,75 Dinas Pendidikan
Dasar Mengelola Dana BOS Pemuda dan Olahraga
'_Pemngkatan Kapasitas Jumlah Tenaga Pengelola yang 350 1.350,60 2799 235,07 649 122,26 0 39,30 0 39,30 2.799 27437 Dinas Pendidikan Pemuda
Pengelolaan Dana BOS Sekolah  [Meningkat Kapasitasnya dalam dan Olahraga
Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Das?[
Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium 4 988,88 0 - 0 - 4 988,88 Dinas Pendidikan Pemuda
Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang Telah dan Olahraga
Dibangun
Pembinaan Penggunaan Jumlah orang yang 0 0,00 50 19,87 241 25,24/ 0 - 0 - 50 19,87 Dinas Pendidikan Pemuda
Teknologi, Informasi dan Mendapatkan Pembinaan dan Olahraga
Komunikasi (TIK) untuk Penggunaan Teknologi,
Pendidikan Informasi dan Komunikasi (TIK)
untuk.
Koordinasi, Perencanaan, 'Jumlah Dokumen Hasil 1 19,45 335 20,00 0 - 0 - 1 19,45 Dinas Pendidikan Pemuda
Supervisi dan Evaluasi Layanan di |Koordinasi, Perencanaan, dan Olahraga
Bidang Pendidikan Supervisi, dan Evaluasi Layanan
di Bidang Pendidikan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan|Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan 30 66,00 1 8,99 335 17,25 0 - 0 - 1 8,99 Dinas Pendidikan Pemuda
Bidang Pendidikan Advokasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga
'Yang Dilaksanakan
|Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, [Jumlah Sarana, Prasarana dan 48 21.748,00 16 4.661,89 9 3.479,24 0 - 0 - 16 4.661,89 Dinas Pendidikan Pemuda
Prasarana dan Utilitas Sekolah Utilitas Sekolah yang Telah dan Olahraga
Direhabilitasi Sedang/Berat
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Emb\ngan Teknis, Pelatihan, Jumlah Peserta Bimbingan [] 434,29 450 400,77 110 22,70 110 22,70 110 456,99 Dinas Pendidikan Pemuda
dan/atau Magang/PKL untuk Teknis, Pelatihan, dan/atau dan Olahraga
itas Bidang KL untuk
Pendidikan Kapasitas Bidang Pendidikan
yang dilaksanakan
Penyelenggaraan Proses Belajar  [Jumlah Satuan Pendidikan Yang 337 4.047,36 672 1.557,83 335 618,42 0 37,92 0 37,92 672 1.595,75 Dinas Pendidikan Pemuda
Bagi Peserta Didik Menyelenggarakan Proses dan Olahraga
Belajar
|Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang L-'ﬁfih—mmroﬁh 6 1.311,00 13 299958 0 ] B 13 2.999,58 Dinas Pendidikan
Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Pemuda dan Olahraga
Sedang/Berat
Pengadaan Perlengkapan Siswa [Jumlah Perlengkapan Peserta 525 1.579,50 0 0,00 0 -] 0 - Dinas Pendidikan Pemuda
Didik yang tersedia dan Olahraga
Fasilitasi Komunitas Belajar Jumlah Komunitas Belajar 2 49,11 0 - Dinas Pendidikan Pemuda
Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Olahraga
'_Keoend\d\kan vang terfasilitasi
Pemberian layanan pendampingan [Jumlah Satuan Pendidikan 335 45,22] 0 28,29 Dinas Pendidikan Pemuda
bagi satuan pendidikan untuk Untuk Pencegahan dan Olahraga
pencegahan perundungan, Perundungan, Kekerasan dan
, dan i
Pengelolaan Pendidikan Sekolah |Jumlah SMP/MTs terakreditasi 0,00 - Dinas Pendidikan Pemuda
v Pertama A dan Olahraga
Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium 2 1.018,54 0 - 0 - 2 1.018,54 Dinas Pendidikan Pemuda
'Yang Telah Dibangun dan Olahraga
Pembangunan Sarana, Prasarana [Jumlah sarana, prasarana dan 7 95.072,00 4 8.129,03 1 5.370,46 0 9,03 0 9,03 4 8.138,06 Dinas Pendidikan Pemuda
dan Utilitas Sekolah Menengah utilitas sekolah telah dibangun dan Olahraga
Pertama
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang _|Jumlah Ruang kefas sekolah 25 188152 0 ] 0 B 25 1.881,52 Dinas Pendidikan Pemuda
Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi dan Olahraga
Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang |Jumiah Ruang Unit Kesehatan 3 11512] 0 ] 0 B 3 115,12 Dinas Pendidikan Pemuda
Unit Kesehatan Sekolah Sekolah yang Telah Direhabilitasi dan Olahraga
Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah 2 44087 0 ] 0 B 2 440,87 Dinas Pendidikan Pemuda
Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi dan Olahraga
Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium yang Telah 6 1.010,12 0 -] 0 - 6 1.010,12 Dinas Pendidikan Pemuda
Laboratorium Direhabilitasi Sedang/Berat dan Olahraga
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, [Jumlah Sarana, Prasarana dan 4 33.120,00 16 2.282,10 3 2.354,72 0 0,99 0 0,99 16 2.283,09 Dinas Pendidikan Pemuda
Prasarana dan Utilitas Sekolah Utilitas Sekolah yang Telah dan Olahraga
Menengah Pertama Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel yang tersedia 1" 852,83 1 210,80 0 - 0 - 1 852,83 Dinas Pendidikan Pemuda
lylenenqah Pertama lgan Olahraga
Penyediaan Biaya Personil Peserta [Jumlah Peserta didik Sekolah 72992 29.641,05 36496 5.208,46| 18853 2.543,05 0 14,86 0 14,86 36.496 5.223,33 Dinas Pendidikan Pemuda
Didik Sekolah Menengah Pertama [Menengah Pertama yang dan Olahraga
Menerima Biaya Personil Peserta
Didik
Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan Peraga 16 921,48 4 263,00 0 - 0 - 16 921,48 Dinas Pendidikan Pemuda
Peraga Peserta Didik |Siswa yang Tersedia lgan Olahraga
Pembinaan Minat, Bakat dan |Jumlah Siswa yang Mengikuti 16000 2.818,40 6000 893,80 3700 424,22/ 0 247 0 247 6.000 896,26 Dinas Pendidikan Pemuda
Kreativitas Siswa Ajang Kompetisi/Lomba dan Olahraga
Akademik dan Non Akademik
Pendidik dan Tenaga |Jumlah Pendidik dan Tenaga 96 20.724,18 795 2.089,80 900 988,72 218 279,51 218 279,51 1.013 2.369,31 Dinas Pendidikan Pemuda
Kependidikan bagi Satuan Kependidikan yang tersedia pada| dan Olahraga
idikan Sekolah Jet satuan p Sekolah
Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan|Jumlah Pendidik dan Tenaga 872 3.118,74 882 460,16 872 100,59 80 0,67 80 0,67 962 460,83 Dinas Pendidikan Pemuda
Tenaga Kependidikan pada Kependidikan Yang dan Olahraga
Satuan Pendidikan Sekolah Mendapatkan Fasilitas Kenaikan
Menengah Pertama Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
Pembinaan Kelembagaan dan [Jumlah Sekolah Menegah 260 2.336,48 672 157,51 67 28,26 0 - 0 - 672 157,51 Dinas Pendidikan Pemuda
Manajemen Sekolah Pertama yang dilaksanakan dan Olahraga
Pembinaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah  Jumlah Sekolah Menengah 65 183.607,20 130 38.486,87 65 18.928,36 65 9.129,68 65 9.129,68 195 47.616,55 Dinas Pendidikan Pemuda
Menengah Pertama pertama yang Mengelola Dana dan Olahraga
BOS
Peningkatan Kapasitas Ijumlah tenaga yang meningkat 520 1.398,66 290 99,43 160 42,35 0 3,15 0 3,15 290 102,59 Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah itasnya dalam peng Pemuda dan Olahraga
Menengah Pertama dana BOS Sekolah Menengah
Pertama
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Pembinaan Penggunaan Jumian sekofah yang 240 36,00 50 10,88 0 -] - 50 10,88 Dinas Pendidikan Pemuda
Teknologi, Informasi dan mendapatkan pembinaan dan Olahraga
Komunikasi (TIK) untuk penggunaan teknologi informasi
Pendidikan dan komunikasi untuk
pendidikan
K } Jumfah hasil 1 14,28 0 R 0 - 1 14,28 Dinas Pendidikan Pemuda
Supervisi dan Evaluasi Layanan di |koordinasi perencanaan dan Olahraga
Bidang Pendidikan supervisi dan evaluasi layanan di
bidang idil
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan|Jumlah kegiatan Sosialisasi dan 270 61,29 1 16,04 1 18,00 0 - 0 - 1 16,04 Dinas Pendidikan Pemuda
Bidang Pendidikan Advokasi Kebijakan Bidang dan Olahraga
Pendidikan yang dilaksanakan
Penyelenggaraan Proses Belajar |Jumlah Peserta Didik yang 60964 2.539,14 672 1.457,08 67 285,01 0 4,70 0 4,70 672 1.461,78 Dinas Pendidikan Pemuda
bagi Peserta Didik Mengikuti Proses Belajar |dan Olahraga
Bimbingan Teknis, Pelatihan, Jumlah Peserta Bimbingan 0 203,58 637 248,39 0 0,30 0 0,30 0 203,88 Dinas Pendidikan Pemuda
dan/atau Magang/PKL untuk Teknis, Pelatihan, dan/atau dan Olahraga
Kapasitas Bidang KL untuk
Pendidikan Kapasitas Bidang Pendidikan
'Yang Dilaksanakan
[Rehabiitasi Sedang/Berat Ruang |Jumlah Ruang Guru/Kepala 1 940,78 0 - 0 - 1 940,78 Dinas Pendidikan Pemuda
Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU yang Telah dan Olahraga
D o
Pengadaan Perlengkapan Siswa [Jumlah Perlengkapan Peserta 909 1.281,60 0 0,00 0 -] 0 - Dinas Pendidikan Pemuda
Didik yang tersedia dan Olahraga
Pengembangan konten digital untul Jumlah konten digital untuk 3 29,55| 0 - Dinas Pendidikan Pemuda
pendidikan yang telah dan Olahraga
gkan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bid{Jumlah peserta pelatihan 67 23,93 0 - Dinas Pendidikan Pemuda
penggunaan aplikasi di bidang dan Olahraga
pendidikan yang dilaksanakan
Fasilitasi Komunitas Belajar PendidiJumlah Komunitas Belajar 2 43,18 0 - Dinas Pendidikan Pemuda
Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Olahraga
Yanq Tefasilitasi
Pemberian layanan pendampingan |Jumlah kegiatan pendampingan 1 41,75 0 - Dinas Pendidikan Pemuda
bagi satuan pendidikan untuk dan Olahraga
pencegahan perundungan
kekerasan dan intoleransi
Pengelolaan Pendidikan Anak Jumlah PAUD Terakreditasi 0,00 - Dinas Pendidikan Pemuda
Usia Dini (PAUD) dan Olahraga
Pembangunan Sarana, Prasarana [Jumlah Sarana, Prasarana dan 1 188,18 0 -| 0 - 1 188,18 Dinas Pendidikan Pemuda
dan Utilitas PAUD Utilitas PAUD yang Telah dan Olahraga
Dibanqun
Rehabilitasi sedang/berat Ruang  [Jumlah Gedung/Ruang 1 465,81 0 -] 0 - 1 465,81 Dinas Pendidikan Pemuda
Guru/Kepala Sekolah/TU Kelas/Ruang Guru PAUD yang dan Olahraga
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, [Jumlah Sarana, Prasarana dan 6 28.339,64 14 2.333,26 1 104,34 0 1,16 0 1,16 14 233441 Dinas Pendidikan Pemuda
Prasarana dan Utilitas PAUD Utilitas PAUD yang telah tersedia dan Olahraga
Penyediaan Biaya Personil Peserta|Jumlah Peserta Didik PAUD 1458 287,90 766 99,15 372 48,85 0 273 0 273 766 101,88 Dinas Pendidikan Pemuda
Didik PAUD 'yang Menerima Biaya Personil dan Olahraga
Peserta Didik
Pengadaan Alat Praktik dan |Jumlah Alat Praktik dan Peraga 7 530,11 29 1.495,88 0 3,96 0 3,96 7 534,06 Dinas Pendidikan Pemuda
Peraga Peserta Didik PAUD Peserta Didik PAUD yang dan Olahraga
Tersedia
Penyelenggaraan Proses Belajar |Jumlah Peserta Didik PAUD 68427 1.504,02 33513 692,82 825 405,15 0 41,64 0 41,64 33.513 734,46 Dinas Pendidikan Pemuda
yan ikuti Proses Belajar dan Olahraga
Penyediaan Pendidik dan Tenaga |Jumlah Pendidik dan Tenaga 2750 9.053,90 2932 5.605,93| 1609 3.009,41 0 852,43 0 852,43 2932 6.458,36 Dinas Pendidikan Pemuda
Kependidikan bagi Satuan PAUD  [Kependidikan yang Tersedia dan Olahraga
pada PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan|Jumlah Pendidik dan Tenaga 3319 1.356,30 1144 345,57 814 72,90 0 28,90 0 28,90 1.144 374,46 Dinas Pendidikan Pemuda
Tenaga Kependidikan pada Kependidikan yang dan Olahraga
Satuan Pendidikan PAUD Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
Pembinaan Kelembagaan dan [Jumlah PAUD yang 830 569,00/ 1660 252,55 825 134,5_6| 0 0,30 0 0,30 1.660 252,85 Dinas Pendidikan Pemuda
Manajemen PAUD Dilaksanakan Pembinaan dan Olahraga
Kelembagaan dan Manajemen
Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola 829 12.588,67 829 21.611,19 829 10.130,50 829 4.966,20 829 4.966,20 1.658 26.577,39 Dinas Pendidikan Pemuda
Dana BOP |dan Olahraga
Peningkatan Kapasitas Jumlah Tenaga yang Meningkat 3305 384,31 1658 299,74 825 190,55 0 15,29 0 15,29 1.658 315,03 Dinas Pendidikan Pemuda
Pengelolaan Dana BOP PAUD Kapasitasnya dalam Pengelolaan dan Olahraga
Dana BOP PAUD
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Koordinasi, Perencanaan, 'Jumlah Dokumen Hasil 1 49,19 100 46,95 - - 1 49,19 Dinas Pendidikan Pemuda
Supervisi dan Evaluasi Layanan di |Koordinasi, Perencanaan, dan Olahraga
Bidang Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Layanan
di Bidang Pendidikan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan|Jumlah kegiatan sosialisasi dan 150 25,14 1 21,78 50 9,61 0 - 0 - 1 21,78 Dinas Pendidikan Pemuda
Bidang Pendidikan advokasi kebijakan di bidang dan Olahraga
pendidikan yang dilaksanakan
Embingan Teknis, Pelatihan, "Jumlah Peserta Bimbingan 0 328,57 814 372,34/ 0 - 0 - 0 328,57 Dinas Pendidikan Pemuda
dan/atau Magang/PKL untuk Teknis, Pelatihan, dan/atau dan Olahraga
i itas Bidang KL untuk i
Pendidikan Kapasitas Bidang Pendidikan
yang dilaksanakan”
Fasilitasi Komunitas Belajar Jumlah Komunitas Belajar 1 29,22] 0 - Dinas Pendidikan Pemuda
Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Olahraga
Kependidikan vang terfasilitas
Pengelolaan Pendidikan 0,00 - Dinas Pendidikan Pemuda
N < Jdan Olahraga.
Penyediaan Biaya Personil Peserta|Jumlah Peserta Didik 920 878,00 460 372,46 230 205,81 0 - 0 - 460 372,46 Dinas Pendidikan Pemuda
Didik I ! yang dan Olahraga
Menerima Biaya Personil Peserta
Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga |Jumlah Pendidik dan Tenaga 353 363,80 376 142,86 23 74,23 0 22,84 0 22,84 376 165,70 Dinas Pendidikan Pemuda
Kependidikan bagi Satuan Kependidikan yang Tersedia bagi dan Olahraga
di Satuan di
Pengembangan Karir Pendidik dan|Jumlah Pendidik dan Tenaga 20 120,47 30 19,49 20 10,72 0 - 0 - 30 19,49 Dinas Pendidikan Pemuda
Tenaga Kependidikan pada Kependidikan yang dan Olahraga
Satuan Pendidikan Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan
Nonformal/Kesetaraan Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
Pembinaan Kelembagaan dan |Jumlah Sekolah 35 558,00 27 165,82 11 77,83 0 0,70 0 0,70 27 166,52 Dinas Pendidikan Pemuda
Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dan Olahraga
DI -
Kelembagaan dan Manajemen
Pengelolaan Dana BOP Sekolah  [Jumlah Sekolah 35 12.517,67 60 901,67 35 439,14/ 35 219,57 35 219,57 95 1.121,24 Dinas Pendidikan Pemuda
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan yang dan Olahraga
Mengelola Dana BOP.
Peningkatan Kapasitas Jumlah Tenaga yang Meningkat 120 135,45 40 34,32 1" 15,93 0 4,55 0 4,55 40 38,87 Dinas Pendidikan Pemuda
Pengelolaan Dana BOP Sekolah [Kapasitasnya dalam Pengelolaan dan Olahraga
Nonformal/Kesetaraan Dana BOP Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar |Jumlah Peserta Didik yang 240 728,48 672 1.251,96 30 37,28 0 - 0 - 672 1.251,96 Dinas Pendidikan Pemuda
'gacu Peserta Didik Mengikuti Proses Belajar |dan Olahraga
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, [Jumlah Sarana, Prasarana dan 4 24.503,82 2 101,85 0 - 2 101,85 Dinas Pendidikan Pemuda
Prasarana dan Utilitas Sekolah Utilitas Sekolah Non dan Olahraga
Nonformal/Kesetaraan Formal/Kesetaraan yang
i o
Program P P pemuda yang aktif| 80,21 5.112,57 100 1.707,15 | 76,04 928,12 | 50,00 - 50,00 - 50,00 1.707,15 62,34/ 33,39|Dinas Pendidikan
Kapasitas Daya Saing dan pemuda berprestasi Pemuda dan Olahraga
K
B dan pemuda - Dinas Pendidikan
Pengembangan Pemuda dan tingkat provinsi atau nasional Pemuda dan Olahraga
Kepemudaan Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda Pelopor 20 87,45 10 19,51 5 12,25 0 - 0 - 10 19,51 Dinas Pendidikan Pemuda
yelengg: K dari Seluruh dan Olahraga
Kepeloporan Pemuda bagi Kabupaten/Kota yang difasilitasi
Pemuda Pelopor Tingkat dalam Pengembangan
Kabupaten/kota Kepeloporan Pemuda
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah Wirausaha Muda Tingkat 320 24592 160 98,06 80 50,24 0 - 0 - 160 98,06 Dinas Pendidikan Pemuda
yelengg: K Yang Difasilitasi dan Olahraga
Kewirausahaan Pemuda Bagi Pengembangan Kewirausahaan
Wirausaha pemula Tingkat Pemuda
Kah
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Kab/Kota dengan 20 44,70 40 46,53 1 37,16 0 - 0 - 40 46,53 Dinas Pendidikan Pemuda
1gg: K i dan Ki dan Olahraga
kepemimpinan pemuda tingkat dan Kesukarelawanan Pemuda
kaby 1/kota
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Pemberdayaan dan Persentase organiasasi 0,00 - Dinas Pendidikan Pemuda
Pengembangan Organisasi pemuda yang aktif dan Olahraga
Kepemudaan Tingkat Daerah
K:

Koordinasi, sinkronisasi, dan |Jumlah Organisasi Kepramukaan 28 4.734,80 14 1.543,04 1 828,46 0 - 0 - 14 1.543,04 Dinas Pendidikan Pemuda
penyelenggaran pengembangan |Tingkat Daerah yang Meningkat dan Olahraga
organisasi kepemudaan tingkat Kapasitasnya
kabupaten/kota
Program P P isasi 88,16 16.597,92 77,21 10.263,73 | 87,97 6.429,40 | 50,00 211,86 50,00 211,86 50,00 10.475,58 56,72/ 63,11|Dinas Pendidikan
Kapasitas Daya Saing olahraga yang aktif dan atlet Pemuda dan Olahraga
K N
IEembinaan dan Pengembangan |Jumlah sarana prasarana - Dinas Pendidikan
Olahraga Pendidikan pada pembinaan dan pengembangan Pemuda dan Olahraga
Jenjang Pendidikan yang Menjadi olahraga
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah sarana dan prasarana 3 4.106,42 7 2.771,53 3 1.941,08 0 132,49 0 132,49 7 2.904,02 Dinas Pendidikan Pemuda
i olahraga di tingkat dan Olahraga
melalui pe N ., yang tersedia
pemanfaatan, pemeliharaan, dan
pengawasan Prasarana Olahraga
di tingkat kabupaten/kota
atlet 0,00 - Dinas Pendidikan
Olahraga Prestasi Tingkat Daerah |tingkat provinsi atau nasional Pemuda dan Olahraga
Provinsi
Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang 744 12.491,50| 1532 7.492,194 744 4.488,32] 0 79,36 0 79,36 1.5632 7.571,56 Dinas Pendidikan Pemuda
diseleksi dan Olahraga
Program P P sekolah yang 100 2.070,24 100 190,48 | 100,00 200,00 0,00 - 0,00 - 0,00 190,48 Dinas Pendidikan
isti Y idil Pemuda dan Olahraga
|Urusan karakter
Pendidikan Berbasis Budaya Pendidikan berbasis budaya - Dinas Pendidikan
yang berkualitas Pemuda dan Olahraga
Pembinaan Muatan Lokal Jumlah Laporan Hasil 12 2.070,24 1 190,48 1 200,00 0 - 0 - 1 190,48 Dinas Pendidikan Pemuda
Pembinaan Muatan Lokal dan Olahraga
Meningkatnya derajat Program P Urusan P Penil 100 367.359,03| 100 648.837,16 | 100,00 144.326,96 | 37,10 29.963,00 37,10 29.963,00 37,10 678.800,17 37,10 184,78|Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah
1K [Kota
Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen Perencanaan, - Dinas Kesehatan
dan Evaluasi Kinerja Perangkat —|Penganggaran, dan Evaluasi
Daerah Kinerja Daerah yang dibuat dan
disampaikan tepat waktu
Penyusunan Dokumen 'Jumlah Dokumen Perencanaan 5 340,00 6 3.679,88 4 57,72 0 3,76 0 3,76 6 3.683,65 Dinas Kesehatan
\gkat Daerah \gkat Daerah
[Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 24 260,00 2 4.499,22 21 46,34/ 0 0,60 0 0,60 2 4.499,81 Dinas Kesehatan
Perangkat Daerah
gkat |jumlah laporan keuangan yang 0,00 -
Daerah disampaikan tepat waktu
Dinas Kesehatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan  [Jumlah orang yang menerima 3020 192.000,00 25 76.930,05 14 95.703,14 4 26.023,82 4 26.023,82 29 102.953,87 Dinas Kesehatan
gaii dan tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi 'Jumlah Dokumen Hasil 4 1.176,00 13 25.857,50 1 251,70 0 - 0 - 13 25.857,50 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 4 60,00 2 31,27 12 30,12 3 4,53 3 4,53 5 35,80 Dinas Kesehatan
Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semeseran
SKPD
i Umum Lol [Jumlah 0,00 - Dinas Kesehatan
'Qaemh umum
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 4 600,00 2 40.649,63 1 63,79 0 13,03 0 13,03 2 40.662,66 Dinas Kesehatan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
D
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 4 200,00 2 8.031,15 1 175,37 0 7,85 0 7,85 2 8.039,00 Dinas Kesehatan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD  [Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang 0,00 - Dinas Kesehatan
Urusan i Daerah
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Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan 1 413,50 1 423,53 133,29 133,29 1 546,79 Dinas Kesehatan
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
vang Disedi
Pengadaan Barang Milik Daerah |Jumlah penambahan aset 0,00 - Dinas Kesehatan
Penunjang Urusan Pemerintah
aerah
Pengadaan Kendaraan [Jumlah Unit Kendaraan 12 1.300,00 0 0,00 0 -| 0 - 0 - Dinas Kesehatan
Perorangan Dinas atau Kendaraan |Perorangan Dinas atau
Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan
et Sarana dan Sarana dan 12 1.300,00 1 30.384,00 1 52,47 0 0,98 0 0,98 1 30.384,98 Dinas Kesehatan
Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor atau
Lainnva Bangunan Lainnva
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah laporan pemeliharaan 0,00 - Dinas Kesehatan
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah
i Daerah
Jasa ,  [Jumlah Ke Dinas 46 30.051,53 39 387,31 " 72,04 1" 72,04 57 30.123,58 Dinas Kesehatan
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana |Jumlah Sarana dan Prasarana 4 2.100,00! 2 36.767,16 1 606,56 1 204,34 1 204,34 3 36.971,50 Dinas Kesehatan
dan Prasarana Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan
atau Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipeli
Jumlah dok 0,00 - Dinas Kesehatan
Perangkat Daerah i
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian | Jumlah Dokumen Monitoring, 4 0,03 0 0,00 -| 0 - Dinas Kesehatan
Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Pegawai mengikuti diklat, 12 0,40 0 0,00 -] 0 - Dinas Kesehatan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi seminar dan workshop
Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang 0,00 -
Menyediakan Pelayanan dan
i Dinas Kesehatan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 4.198,13 1 1.337,00 0 116,11 0 116,11 13 4.314,24 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Galur I)
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 4.129,39 1 994,64 0 124,33 0 124,33 13 4.253,72 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Galur Il)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 3.675,96 1 1.009,66 0 173,18 0 173,18 13 3.849,14 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Girimulyo 1)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 102.541,19 1 1.394,52| 0 126,16 0 126,16 13 102.667,35 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Girimulyo Il
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 7.857,04 1 2.240,49 0 231,26 0 231,26 13 8.088,30 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Kalibawang)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 5.607,09 1 1.515,40 0 172,15 0 172,15 13 5.779,24 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Kokap 1)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 88.694,51 1 950,04 0 82,35 0 82,35 13 88.776,86 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Kokap II)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 4.534,90 1 1.246,54 0 122,73 0 122,73 13 4.657,63 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Lendah I)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 5.692,67 1 1.332,75 0 169,94 0 169,94 13 5.862,61 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Lendah Il)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 7.069,51 1 2.345,90 0 22595 0 225,95 13 7.295,46 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Nanggulan)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 5.795,01 1 1.500,30 0 160,23 0 160,23 13 5.955,24 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Panjatan 1)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 5.323,06 1 1.582,60 0 151,45 0 151,45 13 5.474,51 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Panjatan Il)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 5.788,75 1 1.818,00 0 164,51 0 164,51 13 5.953,26 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Pengasih 1)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 6.170,43 1 1.699,46 0 196,01 0 196,01 13 6.366,44 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Pengasih Il)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 5.740,30 1 1.650,26 0 142,47 0 142,47 13 5.882,77 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Samigaluh I)
Penuniang Pelavanan
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Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 3.996,47 1 1.074,60 117,35 117,35 13 4.113,82 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Samigaluh Il)

Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 8.502,11 1 2.082,98 0 248,58 0 248,58 13 8.750,69 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Sentolo I)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 5.540,98 1 1.563,47 0 128,61 0 128,61 13 5.669,59 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Sentolo Il)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 7.621,15 1 2.021,36 0 237,88 0 237,88 13 7.859,03 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Temon I)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 93.188,13 1 868,37 0 124,81 0 124,81 13 93.312,94 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Temon II)
Penuniang Pelavanan
Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 13 9.875,48 1 2.744,38 0 282,69 0 282,69 13 10.158,17 Dinas Kesehatan
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan (Puskesmas Wates)
Penuniang Pelavanan
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 679,51 0 13,13 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK P (Puskesmas Galur I)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 499,79 0 18,17 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK (Puskesmas Galur II)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 584,02/ 0 57,99 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK P (Puskesmas Girimulyo 1)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 526,39 0 11,52 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK P (Puskesmas Girimulyo II)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 753,84/ 0 38,36 Dinas Kesehatan
BOK Puskesmas (Puskesmas Kalibawang)
Seluruh BOK Puskesmas di P
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 613,59 0 19,57 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK (Puskesmas Kokap 1)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 521,89 0 9,67 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK P (Puskesmas Kokap II)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 591,20 0 1,99 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK P (Puskesmas Lendah 1)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 622,81 0 36,61 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK (Puskesmas Lendah II)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 756,79 0 4,67 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK P (Puskesmas Nangqulan)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 666,49/ 0 3,03 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK P (Puskesmas Panjatan 1)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 599,11 0 8,80 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK (Puskesmas Panjatan II)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 715,31 0 10,31 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK P (Puskesmas Pengasih )
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 746,12/ 0 18,52 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK P (Puskesmas Pengasih Il)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 569,11 0 5,35 Dinas Kesehatan
BOK Puskesmas (Puskesmas Samigaluh I)
Seluruh BOK Puskesmas di P
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 573,81 0 18,38 Dinas Kesehatan
BOK Puskesmas (Puskesmas Samigaluh Il)
Seluruh BOK Puskesmas di P
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 698,32/ 0 16,68 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK (Puskesmas Sentolo )
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 673,08 0 4,94 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK P (Puskesmas Sentolo 1)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 612,91 0 2227 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK P (Puskesmas Temon 1)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 673,62 0 2111 Dinas Kesehatan
Seluruh BOK Puskesmas di P{BOK (Puskesmas Temon Il)
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 878,50 0 5,97 Dinas Kesehatan
seluruh BOK Puskesmas di P{BOK P (Puskesmas Wates)
Program P Upaya P P UKP 88,46 560.020,57| 79,04 826.029,76| 0,83 34.889,75| 0,83 5.651,18 0,83 5.651,18 0,83 831.680,95| 0,94, 148,51|Dinas Kesehatan
Kesehatan Perorangan Dan UKM
Upaya Kesehatan Masyarakat
Fasilitas Y % i yg - Dinas Kesehatan
Kesehatan untuk UKM dan UKP  |memiliki sarana prasarana
Kewenangan Daerah kesehatan yang
i stand:
"gengembangan Fasilitas Jumlah Fasilitas Kesehatan 4 14.000,00 1 13.017 44 1 -| 0 - 1 13.017 44 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lainnya Lainnya yang Ditingkatkan
Sarana, Prasarana, Alat
Kesehatan dan SDM agar
Sesuai Standar
|Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan 4 40.000,00 5 87.181,81 1 2.143,20 0 164,74 0 164,74 5 87.346,55 Dinas Kesehatan
Puskesmas Alat Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Oleh Puskesmas
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|Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana , Prasarana dan 4 10.000,00 4 4.868,20 3 -| - 4 4.868,20 Dinas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan Lainnya Alat Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan oleh Fasilitas
hatan | ainnva
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat |Jumlah Alat Kesehatan/Alat 4 7.241,60 43 991,70 0 - 0 - 4 7.241,60 Dinas Kesehatan
Penunjang Medik Fasilitas Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan yang
Pemeliharaan Rutin dan Berkala |Jumlah Obat, BHP, BMHP, 1 36,30 1 6.814,48) 0 10,92 0 10,92 1 47,22 Dinas Kesehatan
Alat Kesehatan/Alat Penunjang Vaksin, Makanan dan minuman
Medik Fasilitas Pelayanan di fasilitas Kesehatan yang
esehatan isedi:
Pengadaan Obat, Bahan Habis 'Jumlah Obat, Bahan Habis 2 5.977,61 1 -| 0 - 2 5.977,61 Dinas Kesehatan
Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, |Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,
Vaksin, Makanan dan Minuman di |Vaksin, Makanan dan Minuman
Fasilitas Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Jumlah distribusi Alat Kesehatan, 4 300,00/ 2 304,85 1 92,90 0 25,80 0 25,80 2 330,65 Dinas Kesehatan
Bahan Habis Pakai, Bahan Medis |Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan
Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan |Medis Habis Pakai, Vaksin,
Minuman ke Fasilitas Kesehatan ~ [Makanan ke Fasilitas Kesehatan
Pengadaan Sarana Fasilitas [Jumlah Sarana di Fasilitas 4 40,00 0 0,00 -] 0 - Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan yang
Disodi
Pengadaan Prasarana dan 'Jumlah Prasarana Fasilitas 1 5.922,00 -| 1 5.922,00 Dinas Kesehatan
g Fasilitas i y Kesehatan yang
'_Kese atan Disedi
Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang 4 136,76 0 0,00 -] 0 - Dinas Kesehatan
Ditingkatkan Sarana, Prasarana,
Alat Kesehatan dan
SDM agar Setiap Standar Jenis
Pelayanan Rumah Sakit
berdasarkan Kelas
Rumah Sakit yang Memenuhi
Rasio Tempat Tidur Terhadap
|Jumlah Penduduk
Minimal 1:1000
|Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan 4 60.000,00 0 0,00 -| 0 - Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Alat Kesehatan yang Telah
Dilakukan Program
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Oleh Rumah Sakit
P Jumlah P yang 4 60.000,00 0 0,00 4 1.476,44 0 - 0 - Dinas Kesehatan
Ditingkatkan Sarana, Prasana,
Alat Kesehatan dan SDM agar
Sesuai Standar
|Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan 4 40.000,00 4 86.918,00 -| 4 86.918,00 Dinas Kesehatan
Puskesmas Alat Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Oleh Puskesmas
|Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 4 4.000,00] 0 0,00 ] 0 B Dinas Kesehatan
Rumah Dinas Tenaga Kesehatan [Rumah Dinas Tenaga
Kesehatan
g Alat Kesehatan/Alat ~|Jumfah Alat 4 40.000,00 2 6.496,80 R 2 6.496,80 Dinas Kesehatan
Penunjang Medik Fasilitas Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pengadaan Bahan Habis Pakai |Jumlah Bahan Habis Pakai yang 4 6.000,00 1 2.974,43 - 1 297443 Dinas Kesehatan
Disodi
Pengembangan Fasilitas Jumlah Fasilitas Kesehatan 4 14.000,00 0 0,00 1 -] 0 - Dinas Kesehatan
Kesehatan Lainnya Lainnya yang Ditingkatkan
Sarana, Prasarana, Alat
Kesehatan dan SDM agar
Sesuai Standar
|Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana , Prasarana dan 4 10.000,00 1 1.031,82 3 -| 1 1.031,82 Dinas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan Lainnya Alat Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan oleh Fasilitas
Kesehatan | ainnva
Layanan % J yg 0,00 - Dinas Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan memiliki sarana prasarana
Tingkat Daerah K: yang i
tandar
P 1 K jumlah ibu hamil yang 21540 160,00 7397 16.268,26 3981 46,05 531 0,56 531 0,56 7.928 16.268,82 Dinas Kesehatan
Ibu Hamil mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
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P 1 K Jumlah Ibu Bersalin yang 20750 160,00 7369 3.727,26| 4223 64,69 536 6,50 536 6,50 7.905 3.733,77 Dinas Kesehatan
Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Sesuai Standar
P 1 K |Jumlah Bayi baru lahir 20750 160,00 9102 5.893,80| 3981 18,29] 527 1,35 527 1,35 9.629 5.895,15 Dinas Kesehatan
Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan
P 1 y K Jumlah Balita yang Mendapatkan| 84864 160,00 39328 7.779,11| 21680 16,42| 2730 0,56 2.730 0,56 42.058 7.779,67 Dinas Kesehatan
Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai

Standar
P 1 K |Jumlah Anak Usia Pendidikan 135,148 140,00 84435 5.610,79| 53366 22,55| 53752 - 53.752 - 138.187 5.610,79 Dinas Kesehatan
pada Usia Pendidikan Dasar Dasar yang Mendapatkan

Pelayanan Kesehatan Sesuai

Standar
P 1 y K Jumlah usia produktif | 253867 140,00 120943 4.365,56( 66964 15,61 12964 2,53 12.964 2,53 133.907 4.368,09 Dinas Kesehatan
pada Usia Produktif 'yang mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standart
P 1 y K Jumlah Usia Lanjut| 200805 140,00 112760 7.358,38| 65727 81,77 16219 - 16.219 - 128.979 7.358,38 Dinas Kesehatan
pada Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan

Kesehatan sesuai standar
P 1 y K Jumlah Hipertensi 20012 140,00 9846 3.032,28| 10447 16,18| 2612 1,09 2,612 1,09 12.458 3.033,37 Dinas Kesehatan
Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Sesuai Standart
P 1 K Jumlah ita Diabetes 10500 140,00 5166 48.897,60| 3934 67,31 984 0,46 984 0,46 6.150 48.898,06 Dinas Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus Mellitus yang Mendapatkan

Pelayanan Kesehatan sesuai

Standart
P 1 y K Jumlah ODGJ Berat yang 5853 140,00 2865 3.526,06| 1410 9,45] 352 0,46 352 0,46 3.217 3.526,52 Dinas Kesehatan
Orang dengan ggt Jiwa p; pelay:
Berat kesehatan sesuai standart
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan [Jumlah Orang Terduga 4 120,00 6700 18.304,68| 4691 66,47 1470 13,83 1.470 13,83 8.170 18.318,51 Dinas Kesehatan
Orang Terduga Tul Tul yang

Mendapatkan Pelayanan Sesuai

Standar
P 1 K Jumlah Orang Terduga 4 400,00 8294 21.954,51| 4248 133,39 1265 93,23 1.265 93,23 9.559 22.047,74 Dinas Kesehatan
Orang dengan Risiko Terinfeksi Menderita HIV yang
HIV Mendapatkan Pelayanan Sesuai

S
Pengelolaan Kawasan Tanpa Jumlal inan kawasan tanpa 4 0,12 0 0,00 - 0 - 0 - Dinas Kesehatan
Rokok rokok yang tidak ditemukan

aktivitas merokok
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan|JUmian Dokumen Fasi 4 0,12 1 2.883,00 | 0 - 1 2.883,00 Dinas Kesehatan
bagi Penduduk pada Kondisi Pengelolaan Pelayanan
Kejadian Luar Biasa (KLB) Kesehatan bagi Penduduk pada

Kondisi Kejadian Luar Biasa

(KLB) Sesuai Standar
P 1 y K Jumlah hasil 4 0,12 2 32,72 1 4,99 0 1,00 0 1,00 2 33,72 Dinas Kesehatan
bagi Penduduk Te Krisis |peng i
Kesehatan Akibat Bencana Kesehatan bagi Penduduk
dan/atau Berpotensi Bencana terdampak krisis kesehatan

akibat bencana dan atau

ihencana

P 1 y K |Jumlah Dokumen Hasil 4 0,12 2 5.816,00 1 71,73 0 2,91 0 2,91 2 5.818,91 Dinas Kesehatan
Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Gizi
P 1 y K Jumlah hasil 4 120,00 2 7.008,58 1 71,28 0 15,90 0 15,90 2 7.024,48 Dinas Kesehatan
Kerja dan Olahraga pengelolaan pelayanan

kesehatan keria dan olahraga
P K Jumlah hasil 4 120,00 2 96.066,79 1 539,36 0 25,18 0 25,18 2 96.091,96 Dinas Kesehatan
Lingkungan pengelolaan pelayanan

kesehatan lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi |Jumlah dokumen hasil 4 120,00 2 5.087,63 1 365,57 0 8,05 0 8,05 2 5.095,69 Dinas Kesehatan
Kesehatan pengelolaan pelayanan promosi

kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan [Jumlah dokumen Pengelolaan 4 120,00 2 7.196,10 1 82,94 0 4,16 0 4,16 2 7.200,26 Dinas Kesehatan

[Surveilans Kesehatan
P 1 Upaya Kesehatan [Jumlah hasil 4 120,00 1 2.477,00 -| 1 2.477,00 Dinas Kesehatan
Khusus pengelolaan Pelayanan keshatan

khusus
P ] y K Jumlah y: \guna Napza 1 24,44 1 -] 0 - 1 24,44 Dinas Kesehatan
Jiwa dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit 'Jumlah Dokumen Hasil 4 120,00 2 100.140,33 1 129,74 0 61,45 0 61,45 2 100.201,78 Dinas Kesehatan
Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Penyakit

Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan |Jumlah Dukumen Hasil 4 920,00 1 42.516,27 1 19.458,60 0 4.823,45 0 4.823,45 1 47.339,73 Dinas Kesehatan
Masyarakat Pengelolaan Jaminan Kesehatan
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dan gt Jumlah penyakit 1 3,38| 1985 269,38 25 1,78 25 1,78 26 5,17 Dinas Kesehatan
Spesimen Penyakit Potensial KLB |potensial KLB yang dikirim dan
ke Laboratorium Ruj| ional | dipe ke ium
i ional
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota [Jumlah dokumen hasil 4 120,00 2 4.952,35 1 56,10 0 541 0 541 2 4.957,76 Dinas Kesehatan
Sehat penyelenggaraan
sehat
Penyediaan Telemedicine di Jumlah Fasilitas Pelayanan 4 120,00 4 3.125,70 21 11,07 0 - 0 - 4 3.125,70 Dinas Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan (Fasyankes) yang
Melayani Konsultasi Jarak Jauh
Antar Fasyankes Melalui
Pelayanan Telemedicine Untuk
Mendapatkan Akses Pelayanan
Kesehatan Yang Berkualitas
Operasional Pelayanan |Jumlah Dokumen Operasional 4 2.200,00 2 2.669,04 1 135,42 0 3,20 0 3,20 2 2.672,24 Dinas Kesehatan
P Pelayanan P
Operasional Pelayanan Fasilitas |Jumlah dokumen Operasional 4 120,00 1 44.369,88 1 482,68 0 130,08 130,08 1 44.499,96 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lainnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnva
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas |Jumlah faskes kesehatan yang 4 1.400,00 1 68.472,17 21 23,65 0 0,90 0 0,90 1 68.473,07 Dinas Kesehatan
Kesehatan di Ki sudah i
Investigasi Awal Kejadian Tidak Jumlah dokumen Investigasi 4 120,00 2 3.072,97 1 22,01 0 1,20 0 1,20 2 3.074,17 Dinas Kesehatan
Diharapkan (Kejadian Ikutan Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Pasca Imunisasi dan Pemberian  |(Kejadian lkutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
Penyediaan dan Pengelolaan "Jumlah Public Safety Center 4 120,00 2 729,53 1 419,27 0 121,11 0 121,11 2 850,64 Dinas Kesehatan
Sistem Penanganan Gawat (PSC 119) Tersediaan,
Darurat Terpadu (SPGDT) Terkelolaan dan Terintegrasi
Dengan Rumah Sakit Dalam
Satu Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)"
Pengelolaan pelayanan kesehatan [Jumlah Orang Terduga 336 944,58 336 24,25] 69 3,90 69 3,90 405 948,48 Dinas Kesehatan
orang dengan Tul i ita Tul is yang
Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan [Jumlah Orang dengan HIV 4 400,00 141 544,07 141 12,22 9 0,64 9 0,64 150 544,70 Dinas Kesehatan
orang dengan HIV (ODHIV) (ODHIV) yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan [Jumlah orang yang 4 120,00 4584 55.243,56| 11068 310,31 2385 73,40 2.385 73,40 6.969 55.316,96 Dinas Kesehatan
Malaria mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria
P ) upaya Ibu (Jumlah yang 1 117,15 1 282,05 0 4431 0 4431 1 161,46 Dinas Kesehatan
dan Anak dihasilkan dalam Pengelolaan
Kesehatan Ibu dan Anak
P ] K Jumlah KK yang dikunjungi 4 120,00 0 35,30 -] 0 35,30 Dinas Kesehatan
Dasar Melalui Pendekatan
'_Keluarqa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan [Jumlah Orang dengan Masalah 0 10,50 -] 0 10,50 Dinas Kesehatan
Orang dengan Masalah Kesehatan |Kejiwaan (ODMK) yang
Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Penyelenggaraan Sistem 0,00 - Dinas Kesehatan
Informasi Kesehatan Secara
Teri ;
Pengelolaan Sistem Informasi 'Jumlah Dokumen Hasil 1 8,44 1 9,27 0 1,15 0 1,15 1 9,59 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit 0,00 - Dinas Kesehatan
Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat
aerah K
Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 4 120,00 2929 279,60 40 25,75 0 - 0 - 2.929 279,60 Dinas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan dilakukan Pengukuran Indikator
Nasional Mutu (INM )
Penyiapan Perumusan dan Jumlah Dokumen Hasil 4 120,00 2 3.513,51 1 5,25 0 - 0 - 2 3.513,51 Dinas Kesehatan
y yiapan Perumusan dan
Kesehatan Rujukan Pelaksananan Pelayanan
Kesehatan Ruiukan
Pengendalian dan Pengawasan  [Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D 4 120,00 0 0,00 -] 0 - Dinas Kesehatan
serta Tindak Lanjut Pengawasan |dan Fasilitas Pelayanan
Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D |Kesehatan yang
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Dikendalikan, Diawasi dan
Lainnva Diti iuti i
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Peningkatan Tata Kelola Rumah  [Jumlah Rumah Sakit dan 4 120,00 0 0,00 -] 0 - Dinas Kesehatan
Sakit dan Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Tingkat Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota 'yang Melakukan Peningkatan

Tata Kelola Sesuai Standar
Program P Penil 69,96 709,70( 97,88 26.711,21| 0,64 940,84| 0,64 11,46 0,64 11,46 0,64 26.722,68 0,91| 3.765,35|Dinas Kesehatan
itas Sumber Daya SDMK
Manusia
Pemberian Izin Praktik Tenaga 0,00 - Dinas Kesehatan
Kesehatan di Wilayah
Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Hasil Pembinaan dan 4 113,92 2 3.136,06 1 22,@ 0 9,14 0 9,14 2 3.145,19 Dinas Kesehatan
Tenaga Kesehatan serta Tindak ~ [Pengawasan Tenaga Kesehatan
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga |serta Tindak Lanjut Perizinan
Kesehatan Praktik Tenaga Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan 'Jumlah Dokumen Hasil 4 108,00 2 3.108,00 -| 0 - 2 3.108,00 Dinas Kesehatan
Tenaga Kesehatan serta Tindak  |Pengendalian Perizinan Praktik
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga |Tenaga Kesehatan
Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan % nakes di fasyankes 0,00 - Dinas Kesehatan
Pendayagunaan Sumber Daya pemerintah yang mengajukan
Manusia Kesehatan untuk UKP  |DUPAK tepat waktu
dan UKM di Wilayah
rgemenuhan Kebutuhan Sumber  |Jumlah SDM Kesehatan yang 4 108,00 2121 3.354,22 49 28,&%‘ 0 1,01 0 1,01 2121 3.355,24 Dinas Kesehatan
Daya Manusia Kesehatan Sesuai  [memenuhi standar di fasilitas
Standar pelayanan kesehatan pemerintah
Pembinaan dan Pengawasan 'Jumlah Dokumen Hasil 4 108,00 2 16.088,86 1 134,02 0 0,32 0 0,32 2 16.089,18 Dinas Kesehatan
Sumber Daya Manusia Kesehatan |Pembinaan dan Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Perencanaan dan Distribusi serta  [Jumlah Dokumen Hasil 4 108,00 0 0,00 - 0 - Dinas Kesehatan
Pemerataan Sumber Daya Perencanaan dan Distribusi serta
Manusia Kesehatan Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Pengembangan Mutu dan % nakes (Dokter, Drg, bidan, 0,00 - Dinas Kesehatan
Penir i Teknis t) di
Sumber Daya Manusia pemerintah yg dilakukan
Kesehatan Tingkat Daerah kredensialing
rgengembangan Mutu dan Dokumen Hasil Pengembangan 4 120,00 0 1.024,07 1 755,33 0 1,00 0 1,00 0 1.025,06 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kompetensi Teknis  |Mutu dan Peningkatan
Sumber Daya Manusia Kesehatan |Kompetensi Sumber Daya
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |Manusia Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat [Persentase Sediaan Farmasi, 91,72 157.094,94 72,22 31.356,92| 0,89 603,09| 0,89 41,29 0,89 41,29 0,89 31.398,21 0,97/ 19,99(Dinas Kesehatan
Kesehatan Dan Makanan alkes, makmin sesuai standar
[Minum:
Pemberian Izin Apotek, Toko - Dinas Kesehatan
Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisi LUMOT).
ian dan Jumlah 4 25,13 1 62,00 1 -| 0 - 1 62,00 Dinas Kesehatan
serta Tindak Lanjut peng dan
Perizinan Apotek, Toko Obat, serta tindak lanjut pengawasan
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, |perizinan apotek, toko obat, toko
Usaha Mikro Obat Tradisional alat kesehatan, dan optikal,
(UMOT) usaha mikro obat tradisional
AIMOTY
Penyediaan dan Pengelolaan Data [Jumlah Apotek, Toko Obat, 4 24.000,00 1 6.332,00 -| 1 6.332,00 Dinas Kesehatan
Perizinan dan Tindak Lanjut Toko Alat Kesehatan dan
Pengawasan Izin Apotek, Toko Optikal, Usaha Mikto Obat
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Tradisional (UMOT) yang
Optikal, Usaha Mikro Obat dikendalikan dan diawasi dalam
Tradisional (UMOT) rangka penerbitan dan tindak
lanjut penerbitan izin apotek,
toko obat, toko alat kesehatan
dan optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Penerbitan Sertifikat Produksi 0,00 - Dinas Kesehatan
Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
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dan Jumlah hasil 4 24.000,00 1 24.656,16 1 397,51 - - 1 24.656,16 Dinas Kesehatan
serta Tindak Lanjut [ lian dan pe
Sertifikat Produksi Pangan Industri |serta tindak lanjut pengawasan
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT |sertifikat produksi pangan
sebagai Izin Produksi, untuk industri
Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 0,00 - Dinas Kesehatan
Hasil Pemeriksaan Post Market
|pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Industri
|2umah Tan _
Pemeriksaan Post Market pada |Jumlah Produk dan Sarana 4 24.000,00 25 306,77 84 205,58 0 41,29 0 41,29 25 348,06 Dinas Kesehatan
Produk Makanan-Minuman Produksi Makanan-Minuman
Industri Rumah Tangga yang Industri Rumah Tangga Beredar
Beredar dan Pengawasan serta yang Dilakukan Pemeriksaan
Tindak Lanjut Pengawasan Post Market dalam rangka
Tindak Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene |% Tempat Pengelolaan 0,00 - Dinas Kesehatan
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg
Makanan (TPM) antara lain Jasa |mendapatkan Sertifikat
Boga, Rumah Makan/Restoran penyuluhan (HSM) dalam
dan Depot
Air Minum (DAM) sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Pengendalian dan Pengawasan  |Jumlah Dokumen Hasil 4 24.000,00 0 0,00 -] 0 - Dinas Kesehatan
serta Tindak Lanjut gt lian dan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene |[serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sanitasi Tempat Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Makanan (TPM) antara lain Jasa [Sanitasi Tempat Pengelolaan
Boga, Rumah Makan/Restoran Makanan (TPM) antara lain Jasa
dan Depot Air Minum (DAM) Boga, Rumah Makan/Restoran
dan Depot Air Minum (DAM)
Program P y P P 50,41 484,58| 67,65 82.625,77| 0,49 122,44 0,49 29,91 0,49 29,91 0,49 82.655,68 0,98/ 17.057,18|Dinas Kesehatan
Bidang P
bidang
Advokasi, Pemberdayaan, % Desa Siaga kategori mandiri L] Dinas Kesehatan
Kemitraan, Peningkatan Peran
serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah
rgeningkatan Upaya Promosi 'Jumlah Dokumen Promosi 4 160.000,00 2 12.398,31 1 18,67 0 1,50 0 1,50 2 12.399,81 Dinas Kesehatan
Kesehatan, 